Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYLMAS

NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG

FENGELULAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

BUPAT| BANYUMAS,

a. batwa barang daerah sebapai salah satu unsur panting

dalam ponyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah, maka barang daerah perly
dikelola secara terlib sger dapat dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka mendukung penvelsnggaraan
otonomi daarah;

. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah, perlu

dilakukan pemantapan administasi pengalolaan sscars
profesional;

. bahwa dengan felah dilstapkannva  Peraturan

Pemerintah homor 6 Tahun 2006 tentang Pengebiaan
Barang Milik Megara/Jaersh dan Peraturan Manter
Dalam Megeri Momor 17 Tehun 2007 tenlang Pedeman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Caersh. maks
Peraturan Daerah Kabupsten Banyumas MNomor 16
Tahun 2001 tentang Pedoman Pengeblaan Barang
Pemarintah Daerah peru disesusikan,

. bahwa baerdisarkan permbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b dan huef ¢ di atas, perlu
membentuk Perauran Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daersh dengan Peraturan Ciaerah

. Unoang-Undang Momor 13 Tahun 1950 tentang

Pembantukan  Dacrah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Prepinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Memor S Tahun 1960 tartang



=

Peroturan Dasar Pokok-pobok  Agrara  (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 1980 Nomor 104,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momer 2043);

Undang-Undang Momer 23 Tahun 1899 tentang
Panyelenggaraan Negara yang Bersih dan Botas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomer 75, Tambahan
Lembaren Megara Republik indonasia Nomar 3815);

Undang-Undang MNoma 17 Tahun 2033 wentang
Keuangan Megara (Lembaran Megara Repubik
Indonesia Tahun 2003 Momor 47, Tanbahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4286):

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Megara (Lembaran Megaa Republik
Indonasia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomeor 4355);

Undang-Undang MNomor 10 Tshun 2004 tentang
Fembantukan Paraturan Perundang-Undangan
(Lemtaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tembahan Lembaran Negara Republik
Irdonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemorintahan Dmersh (Lembaran Magara Republk
Indonesla Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahen
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4437),
sebagaimana  telah  diubsh dengan Peraturan
Pemerintah  Penggonti  Undang-Undang Momor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undarg
Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonasia Tanun 205 No.
38, Tambahan Lerharan Megara Republik Indonesia
MNomor 4483) yang talah ditetapkan  menjadi Undang-
Undang (Lembaran Megera Republik Indonesia Tahun
20035 MNomor 108, Tambahan Lembafan Megara
Republik Indonesia Nomer 4548).

Undang-Urdang Momor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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Pemuiinlshen Daesh [Lembaran  Negaa Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Momer 45 Tahun 1871 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Megara
{Lembaran Megara Repubilk Indonesia Tahun 1971
MNomor 59, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 19687);

Peraturan Pamerintah Nomcr 40 Tahun 1984 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 1934 Nomor 69, Tambahan Lembaran Megera
Republik Indonesia Nomer 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Pangsalolaan dan Peranggungiawaban Keuangan
dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi can  Tugas
Pembantuan (Lembaran MNegara Republlk Indonesia
Tahun 2000 Mamaor 203, Tambahan Lombaran Magars
Republik |ndonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Momer 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik /| Kekayaan
Hegaa deri Pemeinlah Pussl kepada Pemerintah
Caarah dalam Rangka Pelassanaan Otenomi Daerah
{Lembaran Megara Republic indonesia Tahun 2007
Momer 6 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4073} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2003 lentang
Padoman Organisasi Porangkat Damoerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Vahun 2003 Momor 14,
Tamtahan Lembaran Negara: Republik Indonesia
HNomor 4262) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pamarintahan (Lembaran MNegera
Republik hdoresia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Megara Fepublik indonesia Nomor 4503);

Paraturan Pemeriniah Momer 55 Tahun 2005 tentang
Cana Perimbangan (Lembaran Megara Republik
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Indonesia Tasun 2005 Nomer 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4575);

Peraturan Pemerintzh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Momer 14, Tambahan
Lembaran Mogera Ropublik Indonesia Momer 4578);

Peraturan Pemerintah  Momor 72 tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Rapublik Indonssia Tahun
2005 MNomor 158, Tambeshan Lembaran WNegara
Republik Indonasia Momor 4587);

Feraturan Pemerintah Nomer 72 tahun 2005 lentang
Kelurshan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 4588);

Feraturan Pemerintah Momar & Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Millk Megara/Daerah (Lembaran
hegamm Republik Indenesia Tahun 200G Nemor 20,
Tambahan Lembaran Negara Momor 4608);

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1574 tentang
Tata Cara Penjualan Rumah Negern;

Keputusan Presiden Momaor 81 Tahun 1582 fentang
Perubahan Atks HKepulusar Presiden Nomar 134
Tahur 1874 tontang Peorubmhar Penclopan Stotus
Rumah Meger:

Keputusan Presider Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanj Megara (Lembaran Magara Republik Indonesta
Tohun 2002 Momor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasla Momeor 4212) Sebagalimana telzh
dubah dengan Keputusan Presidan NMomor 72 Tahun
2004 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Momeor 92, Tambahan Lembaran MNegam
Republik Irdonesia Nomor 4418);

. Keputusan Presiden Momor 80 Tahun 2003 tantang

Pedoman Pelaksanaarn Pengodaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Magara Republik Indonosia



Tahun 2003 Momar 120, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesa Momer 4330), sebagaimana felah
diubah keenam Kali dengar Peraluran Presiden
Republik Indenesia T;Io.'mr 35 Tahur 2005,

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
EUPAT] BANYUMAS,

MEMUTUSKAN :

Meretapkan . PERATURAM DAERAH TENTANG PEMNGELOLAAN

BARANG MILIKX DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalem Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan |

1.
2.
&

Daerah adalah Kabupsten Banyumas.
Bupati acalah Bupati Banyumas.

Pemerintah  Daerah edalah Bupati dan perangkal daerah sabajai unsur
panyalonggar pemerintahan dasrah,

Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah yang seanjutiye disebul DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupzten Banyumas.

Sekrataris Daerah adalah Sekretars Daerah Ksbupaten Banyumas salaku
Pengelola Barang Milik Daerah,

Badan Pengelelaan Keuangan Daerah adalah Badan Ponjelelaan Keuangan
Cagrah Kabupaten Banyumas selaku Pembantu Pengelela Barang Milk Daerah

Kepala Satuan Kerja Pengeolola Keuangan Caerah acalah Bendahara Umum
Caerah

Satuan Kerja Pengelolz Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat dasrah pada pemerintah doersh solake pengguna barang
yang juga mekksanakan Pembantu Pengelolzan Barang Deerah,
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Sotuan Kerjo Perang<at Daerah, vang selunjulnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Barang Milk
Daerah.

Unit Kera/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bagian SKPD yang
majaksanakan salu atau beberasa program sefaku Kuasa Pengguna Barang.

Barang Milik Caerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APED atau berasal dar perslehan lannya yang sah,

Pengelolaan Barang Casrah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadas
bareng Daerah yang meliputi perencanaan kebutuban dan penganggaran,
pengadaan. pererimaan, penyimpanzn dan penyaluran, penggunaar,
penatauzahaan, pemenfastan, pengamanan dan  pemeliharaan, peniaiar,
penghapusan, pemindahtanganan. pembinaan pengawasar dan pengencaliar,
pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

. Pefencanaan kebutuhan adalah kegiatan memumuskan rincian kebutuhan

barang milik daerah urtuk menghubungkan pengadaan batang yang telah lalu
dangan keadoon yang sedang berdalan sebagal dssar dalam metakukan
tindakan pemanuhan kebutuhan yang akan datang.

Pengadnan adalah kegiatan untuk melakukan pemernuhan kebutuhan barang
daerah maupun jasa.

. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyaurkan/pengiriman barang milik daerah

dari gudang ke unil kerja pemakal,

Pameliharaan adalah keglatan alau lindaken yang dilakukan agar semua carang
milik daerah selau dalam keadaan baic dan siap untuk digunakan sacara
berdaya guna dan berhasil guna.

Pengamanan adalah keglatan tindakan pengendalian dalam penguiusan
barang milik dacrah dalam bentuk fisk, acministratif dar tindakan upava hukum,

Penggunaan adalah kegistan yang dilakukan olsh pengguna barang/kuasa
pengguna  dalam mengelsia dan menatausaniakan Barang millk dasrah yang
sesual dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkatan,

Pemanfaatan adalah pendaysgunaan barang milik daerah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat
dacrah. dolan bentuk sews, pinjam pakal kerasama pemarfesten dan bangun
serah guna/bangun guna setah dengen tidak mengubah status kepeamiikan

. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daemh cleh pihak lain dalam jengka

wakty terlentu dan menaerima imkalan uang tunai,
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Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang ontars pemearintah pusat
dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka wakty
tertentu tanpa menerima imbalan dan selelah jangka waktu tersebul berakhir

_diserahkan kemball kepada pengslola barang,

Kerjasama Pemaniaatan adalah pendayagunaan barang millk daerah dleh pihak
laln dalam jangka waktu terientu dalam rangkn perungkatan penerimaan
pendapatan dansrah dan sumber pembiayaan lainnya,

Bangun Serak Guna adalah  pemanfaatan berang millk dacrah berupa tanoh
oleh pihak lain dengan cara mendrrikan bangunan dan/atau sarara berikut
‘asilitasnya, dan setelah selesai pembangunanmva diserahkan  untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
dizapakati.

Bangun Guna Berah adalah pemanfastan bararg milik daerah berupa tanah oleh
pihak lain dangan ecara mendirikan bangunan dav‘atay  sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tarsebut dalam jangka
waktu terentu yang telah dlfsepalca‘lj, urtuk selanjutnya disershkar kemball

lanah bersera bangunan danfatau sarana berikt fasilitasnya  setelah
beralhimya jangka waktu.

Penghapusan adaloh tndakan menghapus barang milik deerah dwi daftar
bararg dengan menerbitkan sural keputuszn dari pefabat yang berwenang unhik
membebaskan pengguna danatau kuasa pengguna barang danfatau pengalola
bararg dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguassannya.

Pemindahtanganan adalah pengaiihar kepemilikan barang milik daerah sebagai
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibohkan
atau disertakan sebagai modal pamerintah daorah,

Penjualan adakh pengalihan kepamilikan barang milk daerah kepada oihak lain
dengan menerima penggantian delam bentuk usng,

Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalinan kepemiikan
barang deerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat antar pemenintah dowash atau antara pamerintan dasrah dengan pihak
lain. dengan menerima penggantian datam bentuk barang, sekurang kurangnya
dengan nilai sembang.
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. Hibah acatan pengatihan kepemilikan barang dar pemerinah daersh kepada

pemerintah pusat, antar pemcrintoh doerah, ateu  dar semerintch daerah
kepada phak lain, lanpa mempercleh penagantian.

Penyertaan meodal daerah adalah pengalhan kepemilikan harang milik dasrak
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan merjadi kekayean
vang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagaimana medal atau saham daersh
pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki dasrah.

Penalausahaan adalah rangkaian kegiatan vyang meliputi  pembukiian,
Inventarisasi dan pelaparan barang milik casrsh secual dengan ketentuan yang
berlaku. :

Inventarisasi adalah kegiatan untuk meakukan pendataan, pencatatan, dan
petaporan has| pendataan barang millk daerah,

Penilaian adalsh suatu proses kegiatzn penslitisn yang selekif didasarkan pada
dataffakia yang obyektif dan relevan dengan menggunatan maotede/teknik
ertentu untuk memperceh nilal barang millk dasrah,

Daftar barang pergguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar vang
marm.iat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang,

Daftar batang kuasa pengguna, yang selanjutnya disebut dongan DEKP adalah
daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa
pengauna barang.

Standarisasi Harga Barang adalsh Pembakuan Harga Barsng menurut jenis,
spesiikasi serta Kuafitasnya,

Penentuan Kebuluhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian
kebuluhan pada perencanaan sebagal prdoman  dalam  mulassanakan
pemenuhan kebutuhan dan atau pemefiharaan barang cacrah yvasg dituangkan
dalam anggaran.

Penganggaran adalah kegistan atau tindakan untuk merumuskan penentuan
kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan ookasi enggaran yang
lersedia. .

Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang
Daerah dan atou Pemelinarasn Barang Daerah.

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melokuken pengurusar penyelsnggeraan
dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atbu ruang penyimpanan
lainnya.
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(1)

Fanyaluran adalah kegiotar untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang
atau tempat lzin yang ditunjuk ke unit kerjz / satuan kerja pemakai,

Pemeliharaan adaah keglatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang
Daerah sefalu defam keadaan baik dan sfap untuk digunakan secara bedaya
guna dar berhasil guna.

. Pengamanan adaiah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pangurusan

barang caerah dalam beniuk fislk, sdministrailf, pengasuransian dan tindakan
upaya hukum.

BAB Il

BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2

Barang milik daerah meliputi |

a, barang yang dibef atau diperoleh atas beban APBD;

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputh:

a. barang yang dipercleh dari hiban/sumbangan atau yang setanis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanzan dan perjanjiian‘kontrak;
barang yang diperoleh berdasarkan peraturan perundarg-undangan; atau

o

d. barang yang dipercleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh Kekuatan hukum yang ratap.

BAE I
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
FPasal 3

(1} Pengeioiaan barang miik daersh dilaksanakan berdasarken asas fungsional,

kepactian  hukum, transparansi dan keterbukaan, ofediens, akuntablitas, can
kepastian nilai,

({21 Pengelolaan barang milik daerah meliputi :

perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan;

peneiimann, pnyimpanan dan penyaburan,
penggunasn;

ah op
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panatausahasn-

pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan;

panlaiar;

penghapusan;

pemindahtanganan:

pembinaan, pengawasan dan pengerdalian:
pambiayaan: dan

untutan ganh g,

BAB 1Y
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 4

{1) Bupali adalah pemegang kekuasaan pengelofazn  barang milik daerah
berwenang dan betanggungiawsb atas pembingan  dan pelaksanaan
pengelclaan barang milik doorah,

{2) Datam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupali dibantu aleh;

a
b

.

Sekretaria Cacrah selaku pengelola;

Kepala BPKD seolaku pembanty pengalels;

Kepala SKPD selaku sengguna;

Kepala Unit Polakeana Toknis Dacrah salaky kuasa Perggana,
Peanyimpan barang miik dacrah, dan:

Pangurue barang milik dacrah.
Pasal §

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolasn barang milik daerah
mempunyai wewenang

a.
b.

imeneiapkan kabilakan pengelolaan barang milik daerah:

menétapkan penggunaan, pemanfaaston atau pemindahanganan tanch dan
bangunar;

menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah,

mengajukan usul pemindahtanganan barang millk dasrah vang memeriukan
perastujuan DPRD;

menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barng milik dasrah
sesuai batas kewenangannya; dan

10
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manyetujul usul pemanfaatan barang milik dasrah selain tanah dan‘atau
bangunan,

(2) Eckrataris Daeinh selsky pengelcla berwenang dan bertanggung jowab:

a.

k.

c

Menetapkan peiobat vang mengurus dan menyirpan barang milik daomb:
Menelitl dan menyelu ul rencana kesutuhan Earang miik daerah;

Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawaten barang
milk deeran;

Mengatur pelaksanaan pemanfaatsn, penghapusan dan pemindahtanganan
bacang millk daerah yang telah disetujul oleh Bupati;

Melakusan keordinas dalam pelaksanaan Inventarisasi barahg milik daerah;
dan

Melakusan pengawasan dan pengencalian atas pengeloiaan barang milik
dasrah.

(3) Kepala BPHD  bertanggung jawab  mengkeordinir  peryclesggaraan
pangelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik dasrah berwenang dan
bertanggung jawab;

Mengajukan rencana kebutuhan barang milik dasrah bagi satuan kera
peranghat daerah yang dipimpinnya kepada Bupali meelaly pengelda;
Mengajukan permononan penetapan status unfuk  penguassan  dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang szh kepada Bupati melalui pengelola:

Melakukan pencatatan dan irventansas: barang milk daerah yang berada
dalam penguasaanmya;

Menggunakan barang milik dasrah yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungs” satuan  kerja
parangkat daerah yang dipimpinnya;

Mengamankan dan memrelibera barang miik daerah yang berada dalam
panguasaannya:

Mengaukan usul pemindahtanganun barang milik daeah berupa tanah
dan/atzu bengunan yang tidak memeriukan persetujuan DPRD dan barang
millk daerah selein tasah dan bangunan kepada Bupali melalui pengelola,
Menyerahkan tanah dan bangunan yang fdak dimanfaatkan  wluk
kepentingan penyelengoaiaan tugas pokok dan funasi satuan kera
perangkal daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalul pengelola barang;



h. Melakukan pengawssan dan pengendalian atas penggunaar barang milik
dueral yang ada dalam penguasaannys;

L Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesieran
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada daftam
penguasaannya kepada pengelola barang.

- BABY
FERENCANAAN KEBUTUHAN CAN PENGANGGARAN
Fasalg

{1} Perancanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan
anggaran sawan kerja perangkat dasrah setelah mempernztikan ketzrsediaan
barang milik daerah yang ada,

{2) Perancanaan kebutuhen pemelharaan barang milik daerah disusun dalam
Rencana Kerja dan Anggaran ssfuar perangkat kere daerah dengan
memperhatikzn data barang yang ada dalam pemakaian.

(¥ Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milk daerah sebagaimana
dimsksud pada ayat (1) dan ayat (2}, berpedeman pada standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemerintahan  dasrah yang difetapkan dengan Peraluran
Bupati den standar harga yang ditetapkan dengan Fepulusan Bupati.

(4) Peraturan Bupati can Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud csada ayatl (3),
dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebuluhan Barang Milk Deerah
(RKEMDy dan Rencana Kebutuhan Barang Miik Daerah (REFSND)

(5] RKEMD dan RKPSMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagal
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (FKA) masing-masing SKPD
sebagal bahan penyusunan renacana AFBD,

Paszal 7

{1} Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukar
oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya,

(2) Pengguna barang menyampalkan usul rencana kebutuhan barang milk daerah
kepada pengelola barang.

(3) Pangeiola barang bersama pengguna barang membahes usul tersebut dengan
mamparhatikan data barang paca pengguna barang dan/atau pengelola barang
untuk ditetapkan sebagal Rencana Kebutuhan Barang Milik Daersh (RKBD).

Pasal 8

Tata cara perencenaan penentuan kebutuhan dan pengganggaran ditatapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati



Pasal 2

{1) Selelah APBD ditetagkan, pembaniu pengelola menyusun Daftar Kehotuhan
Bafang Milik Dazrah (DK3MD) dan Daftar Kebutuhen Pemeliharaan Barang
Milk Deerah (DKFBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengedaan dan
pemeliharaan barang milik daerah,

(2) Daoftar Kebutuhan Barang Millk Dacrah (DKBMD) dan Dattar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati,

Pasal 10
BPKD sesual tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Dacrah dalam
penyusunan Rencara Anggaran dan Pendapatan Balanja Caerah,

BAB VI
PENGADAAN
Pasal 11
Pengadaan barang milik daerah dilksanakan berdasarkan prnsip-prinsip - efisien,
efektif, transparaniterbuka, hors2ing, adilfidak disknminatif dan akuntabeol,
Paszal 12

(1) Pelaksanaan pengadaan barang diatur lebih lanjut aleh Bupati,

{2) Pengguna menatzpkar Paritia Pengadaan barang.
Pasal 13

{1) Pengadaan barang dilaksanakan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(€) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat khusus dan menganut asas
keserageman, pergadaan barangfasa ditetapkan dengun Keputusan Bupat,
Paszal 14
(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barangfasa sebagimana dimaksud dalam

Pasal 13, diakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemerlksa BezranglJasa
Pemerintah Caerah.
(2} Panitian Pemariksa Barangllasa Pemarintah Dacrah  ditetapkan dangan
Keputusan Bupat,
(3) Bupati dapal melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD  untuk
membentuk panitia pemeriksa barangfjasa.
Pasal 15
Pengadasn barany dapat dilaksanekan dengan cara pembeian pembarcngan
pekerfaan, membuat sendirl dan swakelola



Sreal 16

Hasil Pangadaan sehagairana dimaksud dalam Pasal 11, yang dibiaval dar APBD
dilaporkzn oleh Kapala SKPD kepada Bupati mealui Pengelela dilengkapi dengan
Dokumen Pengadaan.

(1)

2}

3
4)

(1
{2)

3y

(1)

{n

(2)

Pasal 17

Penggura membuat laporan hasil pengadaan bamanglasa pererintah kepads
Bupati melalul pengelcla.

Laporan hasll pengadaan sebaginams dimaksud pada  ayal (1) dilengkepi
dengan dokumen oengadaan barangiasa

Setiap Tahun Anggaran, Pengelala membimt Daftar Hasil Pangndaan [DHP)

Daftar Hasil Pangadaan sehagaimana dimaksud pada ayat [1) digunakan untuk
lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan

BAB VI
PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 18
Has! pengadaan diterima cleh penyimpan barang,
Penyimpan barang sebagimana dimaksud pada ayat (1)  betkewajiban
melaksanakan ugas administrasi penerimaan barang milik dasrah,
Penarimaan barzng milik - dasrah sebagimana dimaksud pada ayst (1)
selanjutnya disimpan dalam gudang atau lempat penyirpanzn.

Pasal 19
Hasl pengadaan barang milik daerah tidak beigerak dterima oleh Kepala
SKFD, Kemudian dilaporken kepada Bupati unfuk ditetapkan penggunaannya.
Penzrimaan barang sebagalmana dimaksud pada ayoel (1), dilskukan setefah
dipariksa  olah Panitin Pamariksa  Rarang dengan membuat  Berita Acara
Pemeriksaan

Pasal 20
Pantla Pemerlksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bedugss
memeriksa, meneiiti dan menyasikan barang yang diserahkan sesuai dengan
persyaratan yang tertera dalom Eurat Perintah Kerje atsu Kontrak'Perjanjian
dan dibuatkan Berta Acara Pemeriksaan.
Beriia Acara sebagimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu
syarat pembayaran.



Daegal 21

{1} Pemarintah Caerah menerma Sarang dan Jasa dari pemenuhan kewaiibar

Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan atau pela<sanaan dari suatu perizinan
tertentu.

(2) Pemerintah Deerah dapat menerima barang dari Fihak Ketiga yang merugakan
sumaangan, kibah, wakaf dan penyerahan dari masyaratat.

(3) Penverahan car pihak Ketiga sebagaimana dimaksuc pada ayat (7) dan (2),
dituengkan dalam Berila Acara Serah Terima (BAGST) dan disortai dengan
dokumen kepemilkan/penguasaan yang sah.

{4) Pengelola mencatat, memantau. dan astif melakukan penaginan kewajiban
Pinak Keliga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2).

(5) Hasll penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat
dalam daftar barang milik daerah.

BAB VIl
PENGGUNAAN
Pasal 22
Barang millk daerah dapat ditetapkan status penggunaannya uniuk panyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD, urtuk dioperasikan cleh pihak lain dakm nghe
menjalankan pelayanan umum eesusi tugas pokok dan fungsi SKPD yarg
bersangkutan.

Pasal 23
{1) Status penggunaan barang milik dasrah dietapkan oleh Bupati .
{2} Penetapan status penggunaan barang milik dzerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sebagal berikut:
a. pengguna barang melaporkan barang milik daeah yang ada pada SKPD dan
yang diterima kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;

b. pengelota barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan Lsul penggunaan
dimaksud kepada Bupatl uniuk dietapkan stulus penggunaaniya.
Pasal 74

(1) Penatapan stotus penggunaan tanah danfstau bangunan  diiakuban dengan
ketentuan bshwa tarah daniateu banguran tersebut untuk  kepestingan
penyelenggaraan lugas pokok dan fungsi pengguna barang daniatau kuasa
pengguna barang yang bersangkutan



2) Fengguna barang dan/alau kuasa pengguna barang waiib menyerahkan anah
danfatau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayst (4
kepada Bupali melalui pengelola barang.

Pasal 25

i1) Pengguna barang milik daerah yarg tidak menyerahkan tznah danfatau bangunan
yang tdak digunakan untuk menyeienggarakan tuges pokek dan fungsi instans
yang bersgngkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembokuan dana
pomuliberan ammh danfatsu bangunan dimaksud

12) Tenah danfslay bengunan yeng tidak digunokan sesual  ayat (1) dicabut
penatapan statis pengginaannya dan dapal dialihkar kepada SKPD lainnya

BAB 1%
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuen
Pasal 2
1) Pangguna’fuasa Pengguna melakukan pendaftaran gan pencatatan  barang
barang milik daerah kedalam Caftar Borang Pengguna (DBPYDaftar Barang
Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang,
(2} Pencatatan barang milik daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1), dmuat
dalam Kariu Invantaris Barang ABCCE dan F,
13) Pambaniu pengelola maakukan ‘ekapitulasi atas pencatatan dan pemdaaran
barang milik dasrah sebagaimana dimaksud peda avat (1) dalam Daflar Barang
Milik Caerah (DBMD).

Pasal 27
1) Pengguna’uasa Pengguna menyimpan dokumer kepemilkan batang milik
daerah salain tanah, bangunan dan Ala; Angkutan,

[2) Pengelola monyimpan seluruh dolumen  kepemilikan tanah, bangunan dan atat
angkutan milik pemerintah dagrah

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 28
(1) Pengelola dan penggunz melaksanakan sensus barang milk deerah setiap 5
{ima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaric beserta rekapitulasi barang
millk pemernntah daerah.

() Pengolola bertanggung jowab atas pelaksanaan sensus barang milis daerah,

]



[3) Palaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana cimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4) Sansus barang milik daerah dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.

{5) Pangguna menyampaikan hasll sensus kepada pengelcla paling lama 3 (tiga)
bulan setelah selesanya sansus.

16) Pembantu pengelota menghimpun hasll inventarisasi barang milik daeran,

iT) Barang millk deerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaar
dikecualikan dan ketentuzn sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Baglan Ketiga
n

Pasal 29

{1) FenggunaMuasa pengguna menyusun laposan barang semesteran dan -ahunan,
i2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan kepada Bupat
medalui pengelala.
{3} Fembantu pengelola menghimpur laporan sebagimana dimaksud pada ayat (2}
Menjadi Laporan Batang Milik Daerah (LBMD).
Pasal 30
(1) Laporan barang milik dasrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3),
digunakan sebaygai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
iZ) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikar, secara berjanjang.
Pasal 31
Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan sera pelapotan barang miik deerah
secara akurat dan cepzt sebagaimana dimakiud dalam  Fasal 26, Pass| 28 dan
Pasal 28 mempergunakan aplikasi Siglem Informasi Barang,

BAB X
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kritaris Pamanfintan

(1) Pemanfaatan barang milik dﬂﬁtzﬁge?‘ium tanah danfatau bangunan, selair
tamah dan bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan oleh pengguna  setelah mendapat
persatujuan Bupat.

(2) Pemanfaatan barang milik daerzh berupa tanah denfatau bangunan yang tidak
diperiukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsl SKPD
difabukan oleh pergefola barang setelah mendapat pe'setujuan Bupati,

i?



(3)

(4)

Pemanfaatan bareng milik daerah selain tanan dan/atau bangunan yang tidak
dipergunakan untik menunjang penyelengparaanr  tugas pokok dan fungsi
SKFPD, dilaksanakan cleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola
barang.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanckan berdasarkan pertmbangan
teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepantingan umum.

Bagian Kedua
Bantuk Pemanfaatan
Pasal 33
Beniuk-bentuk pemantaatan barang millk caerah baupa:
Sewa
pinjam pakal,
kerasama pemanfaatan;

a p oo

(1

3

(4

(6}

bangun guna serah dan bargun serah guna.

Bagian Ketiga
Sewn
Pasal 34
Barang milik daerah barang bergerak mausun lidak bergerak yang beium
dimanfaztkan oleh pemerirtah daersh, dapat disewakan kepada Fihak Ketiga
sepangang menguntungkan daerah
Barang milik dasrah yang disewakan, tidax marubah sfatus  kepemilikan
barzng daerah
Penyewsan barang milik dansrah atas sebaglon tanah dan/stau bangunan
dilaksanakan olsh pengelola setelah mendapat perselujuan dani kepals
daerah,
Penyewaan barang milik dasrah otas sebaglan tamah dan‘atau bangunan,
selain  tanah dan‘atau banguman yang masih dipergunakan oleh pengguna
barang. dilakeanakan oleh pengguna setelabh maendapatkan persetujuan dad
pengelola,
Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling fama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.
Fenyewaan dilsksanakan berdasarkan Sural  perjanjlan sewa-manyewsa,
sakurang-kurangrya mamuat:
a. Pihak-pihak yang terkail dalam perjanjian;
b. Jenis, luzs atsu jumlah barang, besaran sewa, dan angka wakhu!



(7)

m

(2

(1

(2)

(2

(4)

)

¢. Tanggung jawab penyewa atas biaya opemsional dan pemeliheun
selama jangka waktu penyewaan; dan
d. Persyaratan lain yang d-anggap periu.
Hasl penerimaan sewa disator ke Kas Daerah.
Fasal 35
Pamanfaatan barang millk daerah selain disewakan sebagaimana dimeksud
dalem Pasal 34 dapat dikerakan relibus
Retribus| atas pemanfaatan/panggunaan  barang milk daerah  sebagimana
dimaksud pada ayat (%), dietapkan dengan Feraturan Daerah

Bagian Koampat
Finjam Pakai

Pasal 36

Barang milik deerah baik berupa tanah danfatay bangunan maupun selain
tanah tanah danfatau bangunan, dapat dipinjam pakalkan untuk kepentingan
penyelenggaraan pemefintahar daeran;

Pinam paka barang milik daefah berupa tanah dan/atau bamgunan
dilaiksanokan aloh pengelela  setelah mandapatian persetujuan Bupati

Barang millk dagrah yang dipinjampakaikan fidak mershah status kapemilikan
barang daarah.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah pzling lama 2 (dua) tahun dan
dagat diperpanjang.

Peleksanaar pinjam pakai diakukan berdasarkan surat perjanjan  yang
sakurang-kurangnya memuat:

g. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b, fenis, luas atau jumiah barang yang dipinjamken, dan jangka wakiu,

¢. tanggungiawab peminjam atas biaya operasional can pemeliharaan seflama
jangka wakiu peminjaman; dan

d, persyaratan lain yang dianggag periu,
Eagian Kelima

Keriasama Pemanfaatan
Pasal 37

Keriasama pemanfaatan Barang Miik Daerah dengan pihax lain dilacsanakan dalam
rangka



@, mengoptimalkan daya guna dan hasii gune Barang Milik Daeran,

b. meningketkan penerimaan daeran,

Pasal 38

(1) Kerjasama pemanfaatan barang millk daerah dilaksanakan dengan bontuk :

{2

&

(1

. kerjasama pemantaatan barang milik daerah atas tanah danatau bangunan

yang sudah disarahkan oleh Pengguna Barang kepada pongelola;

kerjasama peman‘satan ales sebagion tonsh dan/atau kangunan yang
masih digunakan o'eh pengguna; dan

kerjasama pemaniaatan atas barang milik daerah sehin tanah dan‘atau
bangunan;

Kerasama Pemanfaatan atas Barang Millk Daerah sebegaimana dimaksud
paca ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pangelcla Barang setelah mendapet
persatujuan Bupati.

Kerasama Pemanfaatan atas Barang Milik Dacrah sebogaimana dimaksud
paca ayat (1) huruf b dan e, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelan
mendapat parsetujuan Penpelola Barang,

Pasal 39

Kerasama Pemanfaastan atas Bacang Millk Daergh dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai borkut:

tdak tersedia atau tidak culup tersedia dana dalam Anpgaran Pendapatan
dan Belanja Daerah untub momenuhi blays operasionalpemeliharaan’
perbaikan vang diperlukan terhadap Barang Milic Dasrah dimaksud:

. mitra  Keriasama Pemanfaatan  ditetapkan  mefalul  tender  dengan

menglkutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peseda/peminat, kacual
untuk Barang Millk Daerah yang bersifat khusus dapat diakukan penurjukan
langsung;

. besaran pamEayaran kentribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil

Kerjasams Pemanfaatar ditetaphan dari hasil gerhitungan tim yang dibentuk
cleh Bupa';

. rembayaran kontribusi tatap dan pembagian keurtungan hasil Kerjasama

Pemanfaatan disetor ke Kas Daerah sefiap tahun  selama waktu
pengoperasian,

an



(2) Biaya pengkejian, peneltian, pensksiir dan pengumuman tenderfclang,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanf Dasrah

(3) Biaya yang berkonaan dengan persipar dan pelaksanasr  ponyusunan
suret perjanfan, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak
ketiga.

(4) Selema jangka wakiu pengoperasian. mitra kerjasama pemantaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan Bararg Millk Daerah yang menidi obyek
Heriasama Pemaniaatan.

(5} janghka waktu Kerasuma Pemanfastan paling lema 30 (liga puluh) ehun sejek
peranjian ditandatangani dan depat diperpanjang J

Pasal 40

Setelah barakhirnya jangka waktu keriosama posmanfaatan, Bupal manetapkan

status  penggunasn/pemanfaatan alas tanah  danfatau bangunan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
Pasal 41

{1} Bangun Suera Serah  Barang Milk Deeah dupal dilahsanskan  dengan
katentuan sebagal barikut
a. Pemerintah Daerah memeriukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan
palayanan umum dan untuk menyslenggarakan tugas pokok dan fungsi:
b. tanah dan atau bangunan milik pemerinizh daerah yarg telah diserahkan
oleh pengguna kepada Bupati;
c. tidak tersedia dara APBC unluk penvedizan bangunan dan fasilitas
dimaksud,
(2) Bangun Gunz Serah Barang Miik Daerah sebagaimana cimaksud pads ayat
(1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendagal perselujuan Bupali,

Pasal 42
{1} Peretapan mitra Bangun Guna Sarah diaksanakan melall tenderielang
dengan mangikutsertakan sekurang-kurangnya 5 {lima} pesertapeminat.
{2} Mitra Bangun Guna Serah vyang telah ditetapkan selama jangka wakty
pengoperasian, harus memenuhl kewajitan scbagat berikut:
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a.  menbayar kentribusi ke Rekening Kas Umum Megara/Daarah selizp fahun,
varg besarannya ditetapian berdasarcan hasil perhitungan tim yand
dibantuk oleh pejabat yang berwenang,

b. flidak menjaminkan, menggadaiken atau memindahtangankan objek
HBangun Guna Serah

c. mamalihara sbjok Bargun Guna Serah.

Obiek Bangun Guna Sersh sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

berupa sertifikat hak pengstolaan milik Pemarintah Daerah,

Otiek Bangun Guna Serah berupa tanah dan atau bangunan ‘idak bolen

dijadikan jaminan dan/atau diagunkan,

Hak guna bangunan diatas hak pengeklaan milik oemerinfah daerah dapat

dijadikan jaminan dan/atau dizgunkan sesual ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Jangka waktu Bangun Guna Serah  paling lama 30 (tiga pulah) ahun sefak

parjanjian ditandotangani,

Bangun Guna Seran  dilaksanakan berdasarkan sural perfanjian yang

sekurang-kurangnya memuat:

a.pihak-pihek yang terikat datam perjanjian,

b.objek Bangun Guna Serah;

¢.jangka waktu Bangun Guna Serah,

d.hak ¢an kewajban para pihak yang terikat dalam peljanfian,

e.persyaratan lain yang dianggap periu.

lzin Meandidkan Bangunan hasil Bangun Guna Semh harus diafasnamakan

Pemerintah Dasrah.

Biaya pengkajian, penelifian, penaksir dan pergumuman tenderlelara.

dibobankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Biaya yang berkenaan dergan persiapan dan pelaksanaan penyJsunan

surat perjanjian, konsultan pelaksana‘pengawaes, dibebankan pada pihak

pEmenang.

Setatah jarigha waktu panaawgunnm akhir, obyek Bangun Guna Serah

tedebih datulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah

sebelum panggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

22



Hagian Ketujuh
Bangun Serah Guna
Pasal 43

(1} Bangun Serah Guna Barany Miik Daerah capat dilaksanakan dengan

2)

1)

]

5

(6)

ketentuan sebagal berkut:

a. Pemerintah Dasrah memerlukan  bangunan dan  fasilitas  untuk
kepentingan pelayanan umum dan untuk manyelenggarakan tugas pokok
dan fungsi:

b. targh dan bangunan milik pererintah daerah vang telah diserahkan oleh
pengguna kepada Buoati; e

r fidak tersecia dana APED untuk penyediaan bangunan dan fasilitas
dimaksud.

Bangun Sarah Guna Barang Milik Daerah szbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Pengelolz Barang setolah mandapat persetujuan Bupati.

Pasal 44
Penctapan mitra Bangun Sefah Guna dilaksanakan mclald tender/izlang
dengan mengikutsertakan sekurang-kuraagnye 5 (ima) peser‘a/seminat.
Mitra Bangun Sarah Guna  yang telah dietapkan scbma jangka wakiu
penjopearasian. harus memenuhi kewajiban sebagai besikut:

a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasll perhitungan tim yang dibaniuk
oleh pajabat yana harwenang:

h. ftidak menjaminkan, menggadaikan atau  memindahtanjankan  ohjek
Bangun Serah Guna;

¢. memelihara cbjek Bangun Serah Guna,

Objek Bangun Sgrah Guna sebagimana dimaksud ayat (2) buruf b, berupa
sertfikat hak pengelolaan milik emerintah Daerah;

Objsk bangun Serah Buna  berupa ftanal dan atau bangunan tidak boleh
dijadikan jaminan daruatau diagunkan.

Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan millk pemerintah dasrah dapat
dijadikan jaminan utang idiagunkan dan dilaksanakan  sesuai ketentuan
peraturan pelundang-undangan.

Jangka wakty Bangun Serah Guna paiing lama 30 [tiga puluh) tshun eojay
perjanjian ditandatangani,

23
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Bangun Serah Guna  dilaksanaken berdasarkan surat perjanjisn yang
eokurang-kurangaya memuat

a. pihak-gihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek Bangun Serah Guna;

c. jangka waktu Bengun Serah Guna,

d. hak dan kewajiban para phak vang terikat dalam perjanjiar;,

& persyaratan lain yang dianggap periu.

lzin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Serah Guna harus diatasnamakan
Pemerintah Daerah. .

Biaya pengkajian, peneltian penaksir dan pengumuman tenderflelang,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh,

Bisya yang berkenaon dongon persiapan don pelalsenaan  penyusunan
surat perfanjian, konsultan pelaksana/cengawas, dibebankar rcada pihak
pemenandg.

Pasal 45

Bargun Serah Guna barang milk dzerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagal
berikut:

]

2

Mifra Eangun Serah Guna harus menyarshkar hasil Eangun Sorah Guna
keosada Bupati setelah selesal pemhangunannya;

Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik caerah
tersebut sesual jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjlan dan
Edtolak jongka waktu pendavagunaan berakhir objek BDangun Serah Guna
terebih dahulu diaudit oleh aparat fungsienal pemerintah daersh sebefum
penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENGAMAMNAN DAN PEMELIHARAAN
Baglar Perlama
Pengamanan
Pasal 45
Pengelala Barang, Pengguna Barang den/atau Kuaza Penggura Barang wajb
mealakukan pengamanan Barang Milik Daeran yang berada  dalam
penguasaannya.
Pengamranan Barang Milk Daeran sshagaimana dimaksud pada awat (1)
mediputi : =



(1)

2)

(3)

a. pengamanan administrasi meliputi  kegiatan pembukuan inventarizasi |
pelaporan dan penyimpanan dokumea kepemiikan (sertifikal tanan, EFKE,
dan dokumen lainnya);

b. pengemanan fisik untuk mencegah  terfadinya penuiunan fungsi  berang,
penurunar jumiah barang dan hilangnya barang;

c. pengamanan hukum metalul upaya hukum apabila teradi oolanogaran hak
atas barang mifik/dikuasai Pemerintah Daerah,

Pasal 47

Barang Milik Daerah Eberupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah
Caerah,

Barang Millk Daerah berupa banguran harus dlengkapi dengan bukl
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah,

Barang Milik Daerah selaln tanah danfalau bangunan harus dilengkapl dengan
bukti kepemiikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Barang milik Pemerintah Daarah dapat diasumnsikan sesual kemampuan keuangan
daerah dan diaksanakan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

(1

)

(1

Eagian Kedua
Pomaliharaan

Pasal 49

Pembantu Pengelola, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
beranggung jawab atas pemelinaraan Barang Milk Daerah yang ada di bawah
penguasaannya.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar
Kebututan Pemeliharaan Barang (DKPEB)L

Biaya pemeliharsan Barang Milk Deemh dibetunkan pada Anggaran
Pendapatan dan Balanja Daorah,

Paszal 50

Pengguna danfatau Kuesa Pengguna Bamng wajiz membuat daftar hasH
pereliharaan barang vang beracda da'am kewenanganmwa dan melaporkan
daftar hasil pemeiharaan barang tersebut kepada sengelola secara berkala,

e



{2) Pembantu Pengelcla menelti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyusui daftar hasil pemelinaraan barang yang diakukan dalam 1 (satu) tahun
anggaran,

{3) Lapcran hasil pemeliharaan sebagalmana dimaksud pada ayot (2) dijadikan
sebagai bahan evaluasi, .

BAB XII
FEMILAIAN
Pasal 51
Penfalan Barang Milk Caeran dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
Pemerintah Daerah, Pamanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milk Dacrah,

Pasal 52

Penstapan nilai barang milik dacrah dalom rangka pemyusunan neraca Pamerintah
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintak (SAP).

Pasal 53

{11 Penllalan barang milk deerak sebagaimana dima<sud dalam Pasal 51.
ditaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapal melibatkan
penilai independen yarg bersertfikat dibidang peniaian aset,

{21 Penilatan barang milik daerah zebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal
{(2) dilaksanakan unluk mendapatkan nilal wajar dengan estimasi terendah
menggunakan Milai Jual Obyak Pajak (MNJOP),

{3) Hasil panilaizn barang millk dasrah sebagatmana dimaksud pada ayat (1) dan
(2} ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

BAB X
PENGHAPLISAN
Pasal 54

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi;
&. penghasusan dari Daltar Barang Penggunaluass Pengguna;
b. penghanusan dari Daftar Barang Milik Daerak.
Pasal 35

(1) Penghapusan barang millk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf
a, dilakukan dzlam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna bamang.

25



{2} Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 hurf b dilakukan datam
hal barang milik daerah dimeksud  sudah beslibh | kepemillkannya, tegadi
karena pemusnahan atau sehab-sabab lain

{3} Panghapiisan sahagalmana dimaksud pada ayat (1) ditakukan  dengan
Keputusan Pengelola Barang  atas nama Bupati,

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada aval (2) diaksanakan dengan
Keputusan Bupali

Pasal 58

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan
apabila Barang Miik Daerah dimaksud; '

a. hdak dapat diginmakan, fidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat
dipindahtangankan; atau

b. alasan flain sesuai Ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemusnanan sebagamana dimaksud pada ayat (1), dilacsanakan odeh
Pongguna Barang dengan keputusan dari Pongelola Barang sotelak mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaiman: dimaksud pada ayat (2) ditvangkan
dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV
PEMINDAHTANGANAN
Pasal 57

{1} Barang milik daerah yang sudzh rusak dan tidak dapat diperqunakan, dihapus
darl Dakar Inventaris Barang Milik Caeran.

(2) Penghapusan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksana<an sesual
dangan ketentuan  peardang-undangan,

{3) Barang milik daeah yang sudah dihapus sebagamana dimaksed pada ayat (2)
dan masih mempunyal nilal ekanamis, dapat dilakukan malalul

a, pololangan umumfpelotangan terbatas; danfaiau
b. disumbangkan atau dihibatkan kepada plhak lain.

{4) Hasil pelelangan umumfterbatas sebagaimana pada ayat 13} hiruf & disptor ke
kas daerah.
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Bagian Pertama
Eentuk-Bantuk Pemindahtanganan dar Parsetujuan

Pasal 58
Bentuk-bantuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang
milik daerah meliputi ;
a, penjualan,
b. tukar merdkar,
¢ hibak
d. penyertaan modal pemedintah dacrah.
Pasal 59

(1) Pemindahtanganan barang milk daerah sebagzimana dmaksud Pasal 53
ditetapkan dengan Keputusan Bupali setelah mendapatkan persetujuan Cewan
Perwakilan Rakyat Daeah untuk ;

A tanah dan/ atau hangunan |
b. selain anah dan/ atau bangunan yang bernilai 'ebih dari Rp.5.000.000,000 -
{lima milyar rupiah)

(2) Pemindahtanganan barang milk deerah berupa tamah dan/ctau bangunan
sobagaimana dimakaud pl:in ayat (1) huruf a dar b tidek memerdukan
persetujuan DPRD, apabila
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kata;

b. harus dihapuskan karerna anggaran untuk bangunan penggenti sudah
disedighan dalam dokumen penganggaran;

e dinaruntukan hagl pegawal negeri;

d. diseruntukan bagi kepentingan umum;

. disuasai negara berdasakan keputusan pengadilan yang telak memperolen
kakuatan hukum tetap dan/ a%au berdasarkan ketentvan perurdang-udangan,
yang jka status kepemilikannva diperlahankan tidak layak secara ebonomis.,

Pasal 60
Paemindahtanganan barang millk daerah bewpa tanah danfatau banguan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2), ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Pasal 81

Pemindahtanganan barang milik deerah selain tanah danatau bangunan vang
bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miyar rupiah) dilakukan oleh
pengelola barang setefah mendopat porsaotujuon Bupati,



(1

=)

@)

(1)

@

Bagian Kedua
Penualan
Paszal 62

Perjualan barang milik daerah cllaksanakan dengan pedimbangzn

a, untuk optimalisasi barang milik darah yang berlebih atau (dle;

b, secara ekonomis lebih ru;:nwnhngkm bagl dasrah apablla dijual;

€. sebagai pelaksanzan ketenhian penindang-udangan yang bedaku

Penjualan barang milix dasrah dilakukan secara 'alang, kecual dalam hal-hal

tertentu.

Pengecualian sebagaimanz dimaksud ayat (2) meliputi

a. penjualan kendaraen perorangan dinas pejabat negara:

b. penjualan Rumah golongan Il dan

c. barang milik daersh lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dieh pengelol
barang.

Tata cara penjuaian barang miik daerab sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dilaksanakan sesual dengan ketestuan perindang-undangan

Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Parorangan Dinas
Pasal 63

Panjualan kendaraan pararangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
B2 ayat (3) huruf 2, dilzksanakan sesual ketentuan poraturan-parundangan,
Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat
negara yang bervmur S (lima) tahun feblh, dapat dijual 1 (satu) unit kepada
yanj bersanghutan setolah masa jabatannys kerakhir

Paragraf 2
Penjualan Kendaraan Dinas Oparasional
Pasal B4

PanghapisanPanualan Kendarsan Dinas Operasional.

(1

(2)

Fenghapusan/Penjualen Kendaraan Dinas Oparasional terdiri dari-

a. Kendarasn dinas operasional; dan

b. Kendarazn operasional khusus/fapangan.

Kendaraan dinas setagaimanas dimaksud pada ayat (1) huruf @8 berumur §
{lima) tahun ‘ebih dacat dihapus dart daftar irventaris barang milik daarah.



3

4

(5

(1

2

3

(1}

(1

(2)

(3

Bupati menstapkan lebih lanjut umur kendsrsen  dines opeorasional
sebapaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah
masing-masing.

Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah,

Penjualan kendaman dinas opoerasional cobagaimana dimaksud paca ayat (1)
huruf (a) dilakukan melalui pelelangan umum danfatau pelelanganterbatas yang
ditetapkan dengan Keoulusan Bupati.

Pasal 68
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat E1b huruf b, yang
telah berumur 10 (sepulub) tabun kil
Parghapusan sobagaimara dimaksud dalam Pasal 64 ayet (1) huof b
dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelolangan tarbates yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupatl.
Perghapusan sebagamara dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) swdah ada
kendaraan pengganti danfatau tidak mengganggu kelarcaran pelaksanaan
tugas.

Paragraf 3
FPenjualan Rumah Dinas

Paszal B8
Kepala Daerah menetapkan golongen rumah dinas sesual dengan peraturan
perundangan.
Fenggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
terdiri dari;
a. rumah dinas daerah gelongan | (rumah jabatan):
b. rumah dinas daerah gclongan Il {rumah instansi), dan
¢. rumah dinas daerah gelongan Il {perumahan pegawai).

Pasal 67
Rumah dinas daerah golongan | vang sudah tidak sesual dengan fungsinya
sobagal okibat adanya pm:ubuhnn struktur organizasl  danfatau sudah aca
penggentl vang lain, depat diuban stetusnya menjadi rumah  dinas daareh
galongan |l
Rumah dinas daerah golongan || dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas
galangan I, kecuall vang tertetak di suatu kompleks perkantoun.
Rumak dinas dasrah golangan || dapat dinbah  statusnya menjadi golongarn |
urtuk memenuhl kebutuhan rumah jabatan.



Pasal 68

Rumah dinas daersh yang dapatdijualbelikan stau disewaken dengan ketentuen:

L)

i

(2)

Rumah dinas daerah golongan Il yang telah dirubah golangannya menjadi
rumah dinas golongan (il;
Rumah dinas daerah golongan Il yang telah berumur 10 (sepuluh) thun
atau lebih;
Pegawai vang dapat membeli adalah pegawal vang sudah mempunyai masa
keria 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernal membell atau
mempeicdeh rumah dengan Gare eapapun dan  pemerdilah decrah atau
pemerirtah pusat:
Pegawsi yang dapal membeli rumah dinas dasrah amlah-pnnnhunl yang
pemegang Surat ljin Fenghunian yang dikeluarkan oleh Bupali;
Rumah dinas dimakswd tidak sedang dzlam sengketa, dan
Rumah dinas daerah yany dibangun diotas tanah yong tidak dimiliki  oleh
Pemerintah Craerah. maka untuk memperoleh hax atas tarah harus dipioses
tersendiri sesuai dengan paraturan pefurdang-undangan.

Pasal 69
Fenjualan rumah dinas golongan [l beserta atau tdak beserta tanahnys
ditetapkan oloh Bupati bordasarkan harga taksiran dan peailafannya
dilakukan oleh Panitia F'&r;aksrr dan Paniia Penilal yang dibentuk dengan
Keautusan Bupati;
Peqjualan rumah dinas golongan /Il sebagimana dimaksud pada aya! (1),
ditetapkan dengan Keputusan Dupati;
Hasil penjualan rumah dinas dacrah  aolongan |l sebazaimana dimaksud
pada ayat (1), disetor ke kas deerah.

Pasal 70

Pealenasan hak atas tenah dan penghapusan deri Daftar Inventaris barang milik
daerah ditetapkan dengan keputusan Bupatl setelah penjualan atas tanah dan fatau

bangunannya dilurasi,
Paragraf 4
Pelepasan Hak Afes Tanah danfatau Bangunan dergan Sanf Rugi
Fasal 71

{1 Pemindahtanganan barang miik deerah berupa tanah dan stau bangunan

melalul polepasan hak dengan ganti rugi |, dopat dipreses  dengan
pertimbangan menguntungkan dasrah
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(2} Pethitungan perkiraan nilai tarah danfatau bangunan sebagimana dimaksud
pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pejak danfetau Horga
Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksr vang dibentuk dengan
Keoutusan Supeti atau capal dilgkukan oleh Lembaga Independen wang
besmrifivat d bidang penilaian aset.

(#) Proses pelepasan hag tarah canfalau bangunan sebagimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan pelclanganftender

Pazal 72

(1) Ketentuan sebagimarna dimaksud dalam Pasal 71 tidak beraku bagi pelepasan
hak atas tanah untuk kaviing perumahan pegawai negeri,

(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kaviing untuk pagawai negerl ditetapkan

oleh Bupat,
Paragraf 5
Pernjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/ztau Bangunan
Pasal 73

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/stau bangunen difaksanakan
oleh pengelola saalah mendapatkan perselujuan Eupati.

(2} Penjualan barang millk daerah sobagaimana dimaksud paca ayat (1) dilacukan
dengan ketentuan sebagi berikul:

@, penggune mengajukan usul penjualan kepada pengelola;

L. pengelvla meneili den mengkaji wsul perjuslen  yang digukan oleh
pengguna spsual kewsnangannya

. Ponpgelola menerbitkan  keputusan menyetlijui  usulan  penjualan
yangdiajukan oleh pengguna dalam batas kewenangarnya; dan

d. umuk penjualan yang memerlukan persefujuan Bupali atau DPRD,
pengalela mengajukan usul persetujuan dsortai dengan pertimbangan
atas usulan dimaksud.

(3 Pererbitan persetujuan pelaksanaan perjualan clsh pengelola untuk penjualan
schbagaimana dimakasud pada ayat (2) hund o, dilakuken setelah mendopat
persehujuan Bupati atau OPRD

(4} Hasil penjuaken barang mikk daerah disetor ke Kas Daegrah

™



Bagian Ketiga
Tukar menusar
Pasal 74

{1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksznakan dengan perimbangan :

a. untuk memenuhi kebutuhan cperasioral penyeienggaraan pemerintahan;
L. untuk optmalisasi barang milik doeroh; dan

£  Hdaktersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

{2} Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak

{1

(2

a. pemerintzh deerah
b. badan usaha milik daerah atau badan hukum milik peme intah lalrnya;
c. owasta.

Pasal 75

Tukar menukar barang milik dasrah dapat berupa |

a. tansh dan! atau bangunan vang telah diserahkan kepada Bupati,

b. tanah dan'atau bangunan yang masih  dipergunakan  untuk
penyelenggaraan tugss pokek dan fungsi pengguna barang tatapi tidak
sesual dengan tata ruang wilayah atau penalasin kota,

c. barang milik daerah selain tanah dan/ atau basgunan.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) dila<sanakan oleh pengelola
barang setelah mendapat persetujuan Bupali sesuai batas kewenangannya,

Pasal 76

Tukar menukar barang milic daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 avat (1)
bwuraf @ dan b, dilaksarakar dengan ketentuan sebagai berikut -

Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah danfatas banguran kepaca
Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupali meneliti dan  mengkajl
glasan/pertimbargan perfunya tukar menukar tanah dan fatau bangunan clari
agpel teknig, ckonomis dan yuidis;

Apabila memenuhi syasat sesual peratutan yang berlaku, Bupali dapat
mempertimbangkan  untuk menyetujui  dan menetapkan tanah dan/atau
banguran yang diperukarkan;

[ukar menukar tanah danfeau  bangunan dilaksanakan setolah mendagpatl
persatujuan DFRCY

Pengelola tarang melaksanakan fukar menukar selain tanan dan bangunan
sesual batas kewenangannya setelah mendapat persatujuan Bupati dan
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f.

Peolaksanaan serah terima barang vang dilepas dan barang oengganti harug
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terims Barang.

Pasal 77

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 avat (1)
hurd ¢ dilaksanakan dengan ketantuan sebagai berikut !

(1

(2)

pergguna barang mengajukan usulan tukar menukar kepada pengelola barang
disartai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pergkajian panitia
yang ditetapkan cengan Keputusan Bupati;

pengalola harang menilitl dan mengkaj alasan/pertimbandan perlunya tukar
menukar tanh dan/atzu bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yudirs;
apabila memenuhi syarat sesual peraturan yang berlaku pengelcla barang
dapat mempertimrbangkan untus menyetujul sesud batas kKewenangannys;
pengguna karang melaksanalon tukar menukar dengan barpadoman pada
parsetujuan pengelola barang: dan

pelaksanaar sersh terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus
dituang«an dalam Berita Acara Serah Tedma Barang.

Pasal 78
Tukar menukar antara Pemerntah Pusat dengan Pemerintah Daeiah apabila
tordapat selisth nilai lebih, maka selisih nilal labih dimaksud dapat dibibahkan,
Selisih nilal lebh  yang dihibahkan sabagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Beiita Acara Hibeh,

Baglan {eompat
Hizah
Pasal 79

(1) Hibah barang millk daerah dilacukan dengan perfimbangan untuk kspentingan

sosal, keagamaan, kemanusiaan, den penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Hibah ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syamat sebagal

barikut

a. bukan merugakan barang rahasia daerahy;
b. bukan merupakan barang yang menguasal hajat hidup orang baryak; dan

¢. tidak digunakan lagi dalam peryelenggaran tugas pokok dan fungsi dalam

penyelenggaraan pemennizhan daerah,
Pasal 80

Hibah barang milk dasrah dapat berpa



a. tanah danfatau bangunan yang telah diserahkan oleh Hepala SKPD kepadu

kepada Bupai:

b. tanah danfatau bangunan yang darl awal pengadaannya direncanakan untuk

dihibahkan;

c. Selgin lanah dan/atau bangunan yang %elah diszrahkan oleh Kepala SKPD

kapada Bupati maelalui Pongelola; dan

d. Selgin tanah danfatau bangunan yvang dari awal pengadaainya direncarakan

untuk dinibahkan,
Pasal 81

(1) Hibah sepagaimara dimaksud dalam Pasal B0 hurut a ditetapkan  dengan
Keputusan Bupati setelah mendapat perselujuan DPRD, kecuall tanah dan/atay
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

{2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huru! b ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

{3} Hibah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 80 haruf & yang bemial diatas
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)  ditetapkan dengan Kepitusan Eupat
setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80  hunsf d dilaksanakan oleh
pangguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Bapian Kelima
Penyertaan Modal Dacrah
Pasal 82

(1) Penyertasn modal dserah alas barany daersh diakukan dalam rengks
pencirian, pengerrbangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah
atau badan hukum lainrya yang dimiliki Pemarintah dan swasta.

{(2) Barang milik daerah vyang dijadiken sebagai penyertaan modal dagrah
sebagaimana dimaksud paca ayat (1), ditetap<an oleh Bupat setelah
mendapatikan persetujuan DPRO,

{3) Penyeriaan modal daerab ditetapkan dengan Peralurar Daerah.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWAS AN
Pasal 83

(1) Bupatl melakukan pengendalian Barang milik dacrah
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{2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penartiban terkadap
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemelibaraan,

dan pengamanan barang milk dazrah vang berada dibawah penguasaznnyve

{3) Pelaksanaan pemantauan dan penertban sebagaimana dimzksud paca ayat (2)
dilaksanakan aleh Pengguna

{4} Pengpuna dan Kuasa Pengguna barang dapat meminta apamat pengawas
fungsional untuk melakukan audil tidak lanjut hasil pemantauan dan penertiban
sebagaimana yang dimeksud pada ayat (2) dan ayat [(3).

(3) Pengguna den Kuasa Pengguna barang menindakianjuti hasil audi
sebagaimana dimoksud pada ayat (4) sesuoi ketentuan perusdang-undangan

Paszal 8+

{1} Pergelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksaraan penggunaan. pemanfaatan, dan pemindshtanga~an barang milik
daerah, dafam rangka peneriban  penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah sasual dengan ketentuan yang berlaku,

{2) Tindak lanjut sabagaimana dimaksud pada ayat (1), pangelola dJapat meminta
aparat pengawas fungsional untuk melakukan audt ates pelaksanaan
pengguraarn, poemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik dacrah,

{(3) Hasll oudit scbogaimana dimaksied poda ayat (2) disompaikon kepoda
Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai kelentuan perundang-undangan,

BAB X\
PEMBIAY AAN
= Pasal BS

{1} Dalam pelaksanaan ‘ertib pengelelaan barang dagerah, digediakan bBiaya
operasional yang dibebankan pada APBD:

{2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milix dasrah yang
menghasilkan pendapatan can penermaan daerah , diberikan insentif,

(3 Penyimpan barang dan pengurss barang dalam melaksanakan tugas diberikan
tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan  kemampuan
keuangan daerah d4an ditetapkan dengan Keputusan Kepata Dagrah.



BAR XV
BARANG DAERAH YANG BERASAL DAR| KEKAYAAN DESA
YANG DESANYA BERUBAH MENJADI KELURAHAM

Pasal 86

i1y Desa yang berubzh statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi
kekayean dasmh dan dikelola oleh Kelurahan yang besangkuten untuk
kopentingan masyarakat sotompat.

i2) Tata cara pengelolzan bararg daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diatur kebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

HAB XV
TUNTUTAN GANTI RUG DAN SAMKS]

. PasalB7

1) Setiap kecugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunsan/pelanggaron hukum
atas pencelolzan barang milik daerah disslesalkan meklui tuntutan ganti rum
sasual peraturan perundang-undangan.

12} Setias pihak yang mengakibatkan kerugian doerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sanks! administretif dan/atau sanksl pidana
sesual dengan paraturan perundang-undargan.

BAB XIX
KETEMNTJAN PERALIHAN
Fasal 68

Pangalolaan barang milik daerah khususnya vang leikail dengan
pemindahtanganan dan pemarfaatan (kerjasama pemenfaaian, bangun guna
serah. dan bangun serah gunal vang sudah beralan dan/atau sedzng dalam proses
sebalum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaxsanakan,

BAB XX
KEXENTUAN PENUTUP

Pasal 89

(1) Hal-hal vang balum diatur dalam peraturan daerah inl Sepanjang mengena
teknis palaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl,

a7



(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Feraturan Daetah Kabupater
Banyumas MNomor 18 Tahun 2001 tenlang Pedoman Pengeolsan Barang
Craarah dinyatakan bidak berlaku lagi.

Pasal 90
Paraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetaruinya, memanntahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Banyumas,

Ditetapkan d Purwokerto
F‘Edﬂ tanggal 10 WA 007
Fox !B.‘Jﬁirt BANYUMAS

Trundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal .2 8.
SERRETARIS ﬂ\ERM’qq‘K AILPATEN
Y UMAS

-1y .mu W rI__\.hTh 510
NI A it 3

| EMBARAN DAERAH KABUPATEN BASYUMAS SOMOR rd
l SERILE

ik



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR % TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PENJELASAMN LUMUM

Barang Daeiah merupakan kekayaan alau sset Daerah yang harus dikelola dengan
baix agar dapal memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanva
sebagal kekayaa® Daerah vang besar tetapi juga harus dikelola secars efisien dan
efedtif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertasggungjawabkan.
Pengelolaan barang millk daerah dilaksanakan doenjan memperhatikzn asas-asas
sebagai berikut :

Asas fungsional, yaitu pengembilan keputusan dan pemecahan masalzh-masalah di
bidang pengeaiclaan barang milik daerah yang dilaksanakan vleh kuasa pengguna
barang. pengguna barang. pengelola barang dan Bupati sesuai fungsl, wewsenang,
dan fanggungiawab masing-masing;

Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik dasrah harus dilaksanakan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

. Asas transparansi, yaili penyelenggaraan pengeloiaan barang milik daersh harus

fransparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
Asas efesiensi, yaitu pengelsiaan barang milik daeran ciarabkan agar barang milik
daerah digunakan sesuai batasan-batasan stander keubuluhan yang diperiukan
datam rangka menunjong panyslenggarasn tugas pokos dan fungsi pemerintatan
sacara optimal;

Asas akuntabllitas, yaitu sefiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah herus
dapat dipertanggurgjawabkan kepada rakyat:

Asas kepastian nila, yatu pengelolaan barang miik daerak harus didukung oleh
adanya kestepatan umlzh dan nikai barang dalam rangka optmalisasi pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah semta menyusun Neraza Pemerintah;

Balwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Momor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Megara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negesi Momar
17 tentang Pedoman Teknis Pengelolasn Barang Milk Daerak, pergaielaan barang
daerah ditetapkan dengan Peraluran Daermah. yang merupakan pedoman dan
memberikan [andasan hukum terhadap barang milik Pemerintah Kabupates Banyurras.



Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal
Pasal 2

Pazal 3
Pasal 368

Pasal 37
Pasal 42

Pusal 43
Pesal 44

Pasal £5
Pasal 47

Ayat {1}
Ayati2)

5.d 35
Ayat [1)

a.d 4

Ayat (3)

Ayat (3)

5.4 46
Ayat (1)

huruf b

hurufc

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Termasuk calam pengertian ini melipulil korirak kerja,
" kontrak karja bagi hasil, kontrak kerjasama
pemanfaatan,

Misal Undang-undana Kepabeaan, termasuk
pengedian ini meliputi barang milik dagrah yang
diperoleh dari aset asing dan sebagainya.

Cukup jelas,

Tidak sermasuk dalam pengerian pinjem pakal dalam
avat inl adalah pengalihan penggunazn barang anter
pengguna barang millk deserah alau antar pengguna
barang millk daerah yang merupakan bentuk
perubahan 5tatus penggunaan.

Cukup jelas

Yang dimaksud obyek bangun guna serah dalam
ketertuan ini adalah tanah beserta bangunan dan atau
sarana barikut fasilitasnya,

Cukug jelas

Yang dimaksud obyek Bangun Serah Guna dalam
ketentuan ini acalah tanzh beserte bangunan danfatau
sarana berbut fasilitasnya,

Cukup jelas

Yong dimaksud dengan disertifikatkan atas nama
pamerintah daerah  adalah penerbitzn senifikat hak
atas tansh mitk pemedntah dagrah langsung atas
nama pemarintah daerak selanjutnya pengelola barang
wituk tasah  milk pemerintah  dacrah, akan
menerbitkan surat penetapan status penggunaan tanah
kepada masing-masing pengguna barang/kuasa
pengguna barang sebapgai dasar penggunaan tanah
tersebul. Hak atas tanah yang dapar diartibkan berupa
hak wyang ditetapkan berdasardan  peraturan



Pasal 48
Pasal 49

Pasal 50
Pasal 53

Pasal 54
Pasal 57

Pasal 58
Paszal 36

Pasal 87

sd 52
Ayat (1)

5d 56
Ayal (3)

sd. B

Ayat 1)

Ayal (2}
ed 80

perundang-undangan yang beraku.

Cukup |elas

Yang dimaksud dergan pemeliharaar adalah sualuy
rangkalan kegiatan umuk menjaga kendisi don
memperbailkl semua bargng milik dasrah sgar selaiw
da'am keadaan baik dan siap untuk digunakan secara

berdaya guna dan hasil guna.
Cukup elas

Yang dimaksud denganm tim adalsh panitia penaksir
harga yang unsurnya terdin dan instansi terkail.

Yang dimaksud dergan peniai ndopanden adatah
penilal yang bersarifikat dibidang penilaian aset yang

*dikeluarkan oleh pejabat yang berwanang.

Cukup jelas

Pelalangan  winwm adalah pelklangan yang

dilaksanakan melalui kantor lelang negara

Pelelangan terhatas adalah

Cukup jelas

pelelangan  yang
dilaksanakan oleh panitiz pelalangan ferbaias yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

Yang cimaksud dikelola oleh “elurshan adalah daiam

perencanaan, peleksanaan,
melibatkan masyarakat kefurakan.
Cukup jelas

Cukup jalas

dan

pemanfaatan



